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ABSTRAK

Kebijakan Pemisahan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia mengalami
perubahan mendasar dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 12 Tahun 2023. Regulasi ini mengubah paradigma kewajiban spin-
off dari yang sebelumnya berbasis tenggat waktu (sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) menjadi berbasis kondisi aset dan
kesehataan bank. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai
kesesuaianya dengan prinsip magasid asy-syari‘ah dan kepastian hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan spin-off dalam POJK
Nomor 12 Tahun 2023 ditinjau dari teori pendekatan sistem magqdasid asy-syari‘ah
Jasser Auda dan Kepastian Hukum Gustav Radburch

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (normative juridical) dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Data analisis statistik perbankan secara kualitatif digunakan
untuk menilai harmoni antara teks regulasi dengan nilai keadilan dan kemanfaatan
bagi pelaku industri perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dari perspektif Jasser Auda, regulasi
ini sejalan dengan prinsip magasid asy-syari‘ah dan memenuhi fitur pendekatan
sistem. fitur wholeness (keutuhan) karena memandang kewajiban spin-off tidak
secara atomistik (hanya terpaku pada batas waktu), melainkan secara sistemik
dengan mengintegrasikan indikator kesiapan aset dan kesehatan bank sebagai syarat
mutlak keberlangsungan usaha. Adapun fitur Openness (keterbukaan) terlihat dari
responsivitas hukum terhadap dinamika kondisi ekonomi riil. Kebijakan ini
merepresentasikan rekonstruksi perlindungan harta (hifz al-mal) yang berorientasi
pada pengembangan sistem perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan. Kedua,
dari perspektif Gustav Radburch, POJK Nomor 12 Tahun 2023 menghadirkan
”Kepastian Hukum Strategis” yang mengoreksi formalisme kaku regulasi
sebelumnya. Peralihan menuju ambang batas aset 50 triliun dinilai lebih memenuhi
rasa keadilan substantif dan menghindari industri dari kondisi summum ius summa
iniuria (hukum yang kaku melahirkan ketidakadilan) serta menghormati asas
impossibilium nulla obligatio est bagi bank berskala kecil

Kata Kunci: Spin-Off, POJK Nomor 12 Tahun 2023, Magasid asy-Syari‘ah,
Kepastian Hukum, Jasser Auda, Gustav Radburch.



ABSTRACT

The policy regarding the spin-off of Sharia Business Units (UUS) in Indonesia has
udergone a fundamental shift with the issuance of Finansial Servies Authority
Regulation (POJK) Number 12 of 2023. This regulation changes the paradigm of
the spin-off mandate from a deadline-based approach (as mandated by Law
Number 21 of 2008) to an aset-bassed and bank-healt based approach. This shift
raises juridical questions regarding legal certainty and its compatibility with the
principles of Sharia welfare (maslahah). This study aims to analyze the spin-off
arrangements in POJK Number 12 of 2023 from the perspective of Jasser Auda'’s
Systems Approach to Magasid asy-Syari ‘ah and Gustav Radburch’s Theory of Legal
Certainty

This research is a normative juridical study employing a statute approach and a
conceptual approach. Banking statistical analysis data is used qualitatively to
assess the harmony between the regulatory text and the values of justice and utility
for banking industry stakeholders

The results indicate that, first, from Gustav Radburch’s perspective, POJK Number
12 0f 2023 presents “Strategic Legal Certanty”, which corrects the rigid formalism
of the previous regulation. The shift towards an asset threshold of 50 trillion is
considered to better fulfill substantive justice, avoiding the condition of summum
ius summa iniuria (vigid law creating supreme injustice) and respecting the
principle of impossibilium nulla obligatio est for small-scale banks. Second, from
Jasser Auda's perspective, this regulation aligns with the feature of Wholeness as
it views the spin-off obligation not atomistically (fixated solely on a timeline), but
systemically by integrating asset readiness and bank health indicators as absolute
prerequisites for business continuity. Furthermore, the feature of Openness is
evident in the law's responsiveness to real economic dynamics. This policy
represents a reconstruction of wealth protection (hifz al-mal) oriented towards the
development of a robust and sustainable Islamic banking system.

Keywords: Spin-Off;, POJK Number 12 of 2023, Maqasid asy-Syari‘ah, Legal
Certainty, Jasser Auda, Gustav Radbruch.
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Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan
dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak
dilambangkan
< Ba’ b be
<& Ta’ t te
< Sa’ S es (dengan titik di
atas)
@ Jim ] je
- Ha’ h ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha
3 Dal d de
3 Zal 5 zet (dengan titik
di atas)




J Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es
S Syin sy es dan ye
U Sad g es (dengan titik di
bawah)
U Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta’ ¢ te (dengan titik di
bawah
3 7’ Z zet (dengan titik
di bawah)
d “Ayn ‘ koma terbalik di
atas
d Gayn g fe
- Fa’ f of
4 Kaf k ka




J Lam 1 el

B Mim m em

O Nun n en

3 Waw w we

> Ha’ h ha

3 Hamzah ’ apostrof
¢ Ya y ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap:

320 ditulis muta ‘addidah

S ditulis ‘iddah

Ta’ Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis 4

dsa ditulis hikmah

o ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).
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Bila diikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan 4

BERERES

ditulis

Karamah al-

auliya’

Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammabh ditulis 4.

S ditulis Zakah al-fitri
Vokal Pendek
fathah ditulis a
kasrah ditulis 1
dammah ditulis u
Vokal Panjang
Fathah + Alif adals ditulis a: jahiliyah
Fathah + ya’ mati o ditulis a: tansa
Kasrah + ya’ mati #f ditulis 1. karim
Dammah + wawu mati U2 f ditulis a: furiad
Vokal Rangkap
Fathah ya mati & ditulis ai: “bainakum”

xii




Fathah wawu mati J# ditulis

au: “qaul”

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

Al ditulis a’antum
s ditulis ‘u ‘iddat
i ditulis la’in syakartum
Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf Qamariyah

JA ditulis

al-qur’an

ol ditulis

al-qgiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya.

elaud) ditulis as-sama’
el ditulis asy-syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
gas g5t ditulis Zawi al-Furad
adl Gl ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian
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Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, shalat, zakat,
mazhab.

b.Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d.Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan
yang sangat pesat dan signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhannya yang
konsisten didorong oleh potensi demografis dan meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.
Salah satu pilar utama dalam ekosistem industri keuangan syariah adalah sektor
perbankan syariah, yang beroperasi melalui dua model utama yaitu Bank Umum
Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di bawah naungan Bank

Umum Konvensional (BUK).!

Model Unit Usaha Syariah (UUS) pada awalnya merupakan strategi
akselerasi yang diterapkan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah
dengan memanfaatkan infrastruktur serta permodalan yang berasal dari induk
perusahaan konvensional®. Namun, secara inheren menyimpan dualisme tata kelola
dan potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat kemandirian dan
optimalisasi potensinya. Seiring dengan permasalahan yang ada, pada tahun 2008

pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perbankan Syariah.

! Dara Haspramudilla, “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Menuju Pusat
Ekonomi Syariah Global Artikel Ini Telah Tayang Di Situs Media Keuangan | MK+ Media
Keuangan.

’Fatika Khairun Nisa, “Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah : Strategi Menuju
Pertumbuhan Berkelanjutan Di Indonesia,” Equivalent : Journal of Economic, Accounting and
Management 3, no. 2 (2025): 773-81, https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1124.



Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) Tahun 2008 mengamanatkan
kebijakan pemisahan spin-off secara wajib dan definitif. Pemisahan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 diartikan sebagai
pemisahan kegiatan usaha suatu bank menjadi dua atau lebih badan usaha yang
terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semangat utama dari pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan perbankan
syariah yang sepenuhnya murni di masa mendatang, sehingga tidak lagi terdapat
sistem campuran antara bank syariah dan bank konvensional dalam satu entitas
hukum.? Pemisahan spin-off merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Unit
Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Ketentuan

Peralihan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa :

1. Jika Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)
dengan nilai aset yang mencapai minimal 50% dari total aset bank induknya
atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini,
maka bank tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pemisahan Unit
Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan spin-off dan sanksi bagi Bank
Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).*

3 K Umam, “Pemisahan Uus Buk Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Entitas
Konvensional Dan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 4, no. 1 (2020): 38-58.

4 ojk.go.id, “Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,”
Ojk.Go.Id (2013).



Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah, bagi perbankan
konvensional yang memberikan layanan syariah melalui Islamic Window berupa
Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memisahkan Unit Usaha syariahnya paling
lambat tahun 2023. Didalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 dijelaskan juga apabila
Bank Umum Konvensional (BUK) tidak melaksanakan spin-off sampai batas akhir
seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah akan dikenakan

sanksi administratif sampai pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah (UUS).

Regulasi tersebut menetapkan kewajiban yang sangat jelas (rule based),
yaitu ketika aset Unit Usaha Syariah telah mencapai proporsi tertentu dari aset
induknya atau saat mencapai batas waktu maksimal 15 tahun setelah disahkan
undang-undang tersebut. Implikasi hukum terhadap regulasi tersebut memberikan
kepastian hukum (legal certainty) yang tinggi bagi para pelaku industri perbankan.
Dalam hal ini pemerintah dan otoritas terkait mempunyai visibilitas dan
prediktabilitas yang jelas mengenai kapan sebuah perusahaan perbankan
melakukan pemisahan spin-off yang harus dilaksanakan, sehingga memungkinkan

perencanaan strategis jangka panjang yang matang.

Pada akhir batas maksimal pelaksanaan spin-off Unit Usaha Syariah yaitu
awal tahun 2023, terjadi paradigma yang mendasar dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (UU P2SK) sebagai Omnibus Law sektor perbankan. Sejalan dengan

5 Gubernur Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang
Unit Usaha Syariah,” Jakarta (2009).



ketentuan undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan kemudian
mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Unit Usaha Syariah, yang mewajibkan BUK yang mempunyai UUS dengan aset

saham lebih dari 50% atau total aset mencapai 50 triliun untuk melakukan spin-off.

Menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 12 Tahun 2023, BUK yang memiliki UUS diwajibkan melaksanakan proses
pemisahan unit tersebut apabila nilai asetnya telah mencapai setidaknya 50% dari
total aset bank induk konvensional atau mencapai minimal 50 triliun. Proses
pemisahan ini harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan prinsip efisiensi, kesehatan, serta keberlanjutan industri jasa
keuangan secara keseluruhan. Sementara itu, Pasal 61 POJK tersebut memberikan
wewenang kepada OJK untuk memerintahkan pemisahan UUS dalam mendukung
konsolidasi sektor perbankan syariah, yang pada akhirnya bertujuan untuk
memperkuat dan mengembangkan perbankan syariah secara lebih matang. Lebih
lanjut, dalam Pasal 62 POJK tersebut menyatakan bahwa izin usaha UUS milik
BUK dapat dicabut jika bank tersebut gagal melaksanakan pemisahan sebagaimana

diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 61.°

Kerangka regulasi baru ini menghapuskan kewajiban spin-off yang bersifat
otomatis berbasis aturan dan waktu yang pasti. Sebagai gantinya, kebijakan spin-
off menjadi bersifat fleksibel dan diskresioner yaitu tidak terikat waktu dan dapat

ditentukan oleh OJK sewaktu-waktu. Pergeseran dari norma yang pasti ke norma

6 Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk No 12 Tahun 2023,” Pojk 2023, 2016, 1-23.



yang fleksibel dan diskresioner melahirkan suatu isu hukum yang krusial. Dalam
perspektif kepastian hukum, kebijakan baru ini berpotensi menimbulkan
ketidakpastian bagi para pelaku industri perbankan. Ketiadaan tolak ukur
kuantitatif dan batas waktu yang tegas dapat menyulitkan perencanaan kegiatan
usaha, karena keputusan strategis bergantung pada evaluasi subjektif regulator
dimasa depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan stabilitas dan

prediktabilitas norma hukum yang menjadi pilar penting dalam kegiatan ekonomi.’

Kehadiran POJK Nomor 12 tahun 2023 memunculkan dua dimensi analisis
yang krusial. Pertama dari perspektif ekonomi syariah, setiap kebijakan yang
menyangkut lembaga keuangan syariah harus sejalan dengan tujuan-tujuan luhur
syariat (magasid asy-syari‘ah). analisis tersebut tidak cukup berhenti pada
pemenuhan aspek formal legal Fikih, tetapi harus menyentuh substansi dan tujuan
dibaliknya. Dalam konteks kontemporer magasid asy-syari ‘ah, mencakup tujuan-
tujuan pengembangan sistemik, seperti mewujudkan keadilan ekonomi,
pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan publik yang luas (maslahah
ammah)®. Kedua, dari perspektif ilmu hukum, kehadiran peraturan baru haruslah
mampu menciptakan kepastian hukum (legal certainty). Kepastian hukum
merupakan salah satu asas dasar negara hukum yang menjamin bahwa norma yang

diatur bersifat jelas, konsisten, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan

" Keysha Nashwa Aulia, “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu
Komunikasi” 2, no. 1 (2024): 713-24.

8 Muhammad Mattori, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan
Sistem,” SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam 1, no. 3 (2023): 112-25,
https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872.



secara predikat oleh para subjek hukum. Sehingga tidak menimbulkan tumpang
tindih regulasi. Hal ini perlu dianalisis secara mendalam apakah norma-norma
dalam POJK tersebut, mulai dari persyaratan, prosedur, sampai konsekuensi
hukumnya telah secara efektif memberikan kepastian dan kejelasan bagi BUK dan

UUS dalam merencanakan aksi korporasi yang sangat kompleks.’

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK
periode Juni 2025 diketahui nama dan jumlah BUS serta nama dan jumlah UUS

yang belum melakukan pemisahan spin-off adalah sebagai berikut:

1. | PT. Bank Aceh Syariah PT. Bank Danamon Indonesia,
2. | PT. BPD Riau Kepri Syariah | PT. Bank Permata, Tbk

3. | PT. BPD Nusa Tenggara PT. Bank Maybank Indonesia,
4. | PT. Bank Muamalat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

5. | PT. Victoria Syariah PT. Bank OCBC NISP, Tbk

6. | PT. Bank Jabar Banten PT. Bank BPD DKI

7. | PT. Bank Syariah Indonesia, | PT. Bank BPD DIY

8. | PT. Bank Mega Syariah PT. Bank Jawa Tengah

9. | PT. Bank Panin Dubai PT. Bank Jawa Timur, Tbk

10. | PT. Bank Syariah Bukopin PT. Bank Jambi

11. | PT. BCA Syariah PT. BPD Sumatera Utara

12. | PT. Bank Tabungan PT. BPD Nagari

13. | PT. Bank Aladin Syariah, PT. BPD Sumatera Selatan dan
14. | PT. Bank Nano Syariah PT. BPD Kalimantan Selatan
15. PT. BPD Kalimantan Barat

16. PT. BPD Kalimantan Timur
17 PT. BPD Sulawesi Selatan dan
18 PT. Bank Tabungan Negara

19 PT. Bank Jago, Tbk

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)."

? Siti Halilah, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” 4, No. Desember (2021): 56—
65.

10 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS), Tahun 2025,” Juni (2025):
116.



Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 19 UUS milik BUK
belum melaksanakan spin-off. Hal ini merupakan implikasi dari terbitnya POJK
Nomor 12 Tahun 2023 yang merubah ketentuan spin-off sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008. Fleksibilitas dalam POJK tersebut
menimbulkan pertanyaan filosofis apakah pelonggaran kewajiban spin-off ini
efektif dalam mengakselerasi pencapaian tujuan awal, atau justru berisiko
melanggengkan aturan spin-off Unit Usaha Syariah yang telah ada dan
memperlambat realisasi besar industri keuangan syariah yang independen, serta
apakah benar-benar mengarah pada penguatan industri perbankan syariah yang
lebih berorientasi pada keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat atau sekedar

menjadi pemenuhan kewajiban regulasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk
dilaksanakan. Menggunakan analisis yuridis normatif yang mendalam terhadap
POJK Nomor 12 Tahun 2023 sebagai representasi kongkret dari paradigma regulasi
baru tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kritis dengan
menggunakan dua pisau analisis yang tajam yaitu perspektif magasid asy-syari ‘ah
kontemporer untuk menilai substansi dan pelaksanaan dibalik kebijakan tersebut

dan perspektif kepastian hukum untuk menguji aspek yuridis formalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan

utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana pengaturan mengenai kebijakan pemisahan spin-off Unit Usaha

Syariah berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2023 ?

2. Bagaimana kesesuaian kebijakan pemisahan spin-off Unit Usaha Syariah

dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip Magqdasid asy-

Syari ‘ah Kontemporer dan Kepastian Hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah:

a.

Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana norma-norma dalam

POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemisahan Unit Usaha Syariah.

. Untuk menganalisis dan mengkaji keselarasan antara kebijakan spin-off

Unit Usaha Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023
dengan nilai-nilai tujuan luhur dalam kerangka magasid asy-syari‘ah

kontemporer dan nilai kepastian hukum

2. Keguanaan Penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan

baik secara teoritis maupun praktis.

a.

Kegunaan Teoritis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah
ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan, dan memperkaya studi
tentang Magqdasid asy-Syari ‘ah terutama dalam aplikasinya pada kebijakan
ekonomi dan regulasi keuangan modern.

Kegunaan Praktis: Bagi regulator (OJK), hasil penelitian ini dapat menjadi
bahan masukan dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi POJK

Nomor 12 Tahun 2023, bagi pelaku industri perbankan penelitian ini dapat



memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan hukum
dan kesesuaian dengan nilai-nilai magasid asy-syari‘ah dari kebijakan
spin-off, dan bagi akademisi serta peneliti selanjutnya dapat menjadi
referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada isu-isu terkait

regulasi perbankan syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau literatur review adalah suatu kegiatan analisis dan
sintesis informasi yang berfokus pada suatu penelitian tertentu, yang dilakukan
dengan tujuan merangkum hasil penelitian sebelumnya serta informasi teori yang
relevan dengan topik penelitian. Penelitian mengenai spin-off UUS telah dilakukan
dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis
POJK terbaru Nomor 12 Tahun 2023 dengan menggabungkan perspektif magdasid
asy-syari‘ah kontemporer dan kepastian hukum masih terbatas. Beberapa

penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ikhsan Nasuha pada tahun 2024 di
Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri. Penelitian ini berjudul
“Spin Off Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12
Tahun 2023 Perspektif maslahah mursalah”. Penelitian tersebut menggunakan
metode kualitatif normattif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan
(library research) dan analisis dokumen regulasi POJK Nomor 12 Tahun 2023.
Menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap konsep muamalah dan magdsid

asy-syari ‘ah penelitian tersebut secara khusus menitikberatkan kajiannya pada
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aspek maslahah mursalah sebagai landasan utama dalam pelaksanaan spin-off,
dengan penekanan pada kemaslahatan umum yang dihasilkan bagi masyarakat dan
industri perbankan syariah. Dalam konteks ini, kajian tersebut lebih bersifat
normatif dan terbatas pada satu dimensi magqdasid asy-syari‘ah, yaitu maslahah

mursalah.'!

Sebaliknya, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki cakupan yang
lebih luas dan spesifik terhadap dua aspek yaitu maqasid asy-syari ‘ah kontemporer
secara komprehensif dan mengintegrasikan perspektif kepastian hukum dalam
pelaksanaan POJK Nomor 12 Tahun 2023. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti
maslahah, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan syariah lainnya seperti keadilan,

kemaslahatan, perlindungan hak, dan pencegahan kerugian.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Lazuardi Annas dkk. Dalam
jurnalnya yang berjudul “ Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin off Pada
Unit Usaha Syariah” pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis
peraturan perundang-undangan terkait spin-off Unit Usaha Syariah, teknik analisis
yang digunakan analisis ini (content analysis) terhadap regulasi dan literatur
pendukung untuk menilai aspek efisiensi dan implementasi spin-off. Penelitian
tersebut lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi dan operasional spin-off,

khususnya dalam meningkatkan independensi dan kinerja Unit Usaha Syariah.

""Nasuha, Ikhsan. "Spin Off Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 Perspektif Maslahah Mursalah." Tesis, UIN Profesor
Kyai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024. hlm. 15.
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kajian tersebut berfokus pada bagaimana spin-off dapat menjadi instrumen untuk
memperbaiki tata kelola dan efektivitas bisnis perbankan syariah, dengan

penekanan pada aspek teknis dan manajerial. '?

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis akan lebih
menekankan pada pemenuhan magasid asy-syari‘ah yang melekat dalam POJK
Nomor 12 Tahun 2023 dan bagaimana kepastian hukum tersebut dapat mendukung
tercapainya magqasid asy-syari‘ah secara menyeluruh. Penulis juga akan menilai
kesesuaian regulasi dengan nilai-nilai syariah yang lebih luas, tidak sekedar

efisiensi bisnis.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dwi Rahmawati Soleman di Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Normatif
terhadap Penerapan Spin Off pada Unit Usaha Syariah” pada tahun 2021. Penelitian
tersebut menggunakan metode kualitatif normatif dengan menggunakan
pendekatan studi dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang
mengatur spin-off unit usaha syariah, menggunakan teknik analisis yuridis normatif
dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip syariah.
penelitian tersebut berfokus pada kajian hukum normatif yang menelaah kesesuaian

pelaksanaan spin-off dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip

12 Muhammad Lazuardi, “Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin Off Pada Unit
Usaha Syariah Di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Maslahah Mursalah,” Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam 9, no. 2 (2023): 2406, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806.
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syariah secara umum dan memastikan dalam praktiknya tidak bertentangan dengan

norma hukum dan prinsip syariah yang ditetapkan.'

Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya melakukan kajian normatif,
tetapi juga mengintegrasikan analisis magasid asy-syari ‘ah kontemporer sebagai
kerangka konseptual utama. pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai
regulasi tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum formal, tetapi juga dari sisi
pencapaian tujuan syariah yang lebih luas dan relevan dengan dinamika sosial-

ekonomi saat ini.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Laila Afni Rambe dkk. Dalam
jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Spin off Bagi Unit Usaha Syariah di
Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui studi literatur dan
observasi terhadap UUS yang telah melakukan spin-off, teknik analisis yang
digunakan deskriptif kualitatif untuk menilai dampak spin-off terhadap kinerja dan
magqasid asy-syari‘ah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis
dampak spin-off terhadap perkembangan dan kinerja unit usaha syariah, serta

kontribusinya terhadap pencapaian magasid asy-syari‘ah secara umum.'

Berbeda dengan itu, penelitian penulis akan berfokus pada aspek maqgasid

asy-syari ‘ah dan analisis kepastian hukum secara mendalam dengan pendekatan

BDwi Rahmawati Soleman, "Tinjauan Hukum Normatif terhadap Penerapan Spin-Off
pada Unit Usaha Syariah” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021).

4 Laila Afni Rambe Et Al, "dnalisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ” 6 (2021),
Https://Doi.0rg/10.21154/Muslimheritage.V6i1.2851.
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pada regulasi POJK Nomor 12 Tahun 2023 secara spesifik. Penelitian penulis akan
mengkaji bagaimana regulasi tersebut menjamin kepastian hukum sekaligus

memenuhi tujuan-tujuan syariah yang relevan dengan konteks kontemporer.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Anastasia Pritahayu dkk. Dalam
jurnalnya yang berjudul “Urgensi Kewajiban Spin Off Pada Unit Usaha Syariah Di
Era Omnibus law Sektor Perbankan” pada tahun 2023. Penelitian tersebut
menggunakan metode kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan studi
literatur dan analisis kebijakan terkait spin-off unit usaha syariah, teknik analisis
yang digunakan konten terhadap regulasi dan literatur yang relevan untuk menilai
urgensi dan strategi pelaksanaan spin-off. Penelitian tersebut membahas urgensi dan
strategi pelaksanaan spin-off dalam konteks modernisasi keuangan syariah, dengan

penekanan pada kesiapan institusi dan aspek kepastian hukum secara umum. '’

Sebaliknya, penelitian penulis akan menitikberatkan pada analisis kepastian
hukum secara mendalam terkait POJK Nomor 12 Tahun 2023, serta menggunakan
kerangka magqasid asy-syari‘ah kontemporer untuk menilai kesesuaian regulasi
dengan tujuan syariah modern. Pendekatan ini memberikan dimensi filosofis dan

normatif yang lebih kuat sekaligus mengkaji regulasi secara spesifik dan sistematis.
E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu sistem konsep yang saling berhubungan

secara logis dan sistematis yang digunakan sebagai landasan dalam suatu penelitian.

15 Anastasia Pritahayu Et Al., “Urgensi Kewajiban Spin Off Pada Unit Usaha Syariah Di
Era Omnibus Law Sektor Perbankan” 8, No. 3 (2023).
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Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan
sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti'®.
Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori sebagai

berikut:
1. Teori Magqasid asy-Syart‘ah Kontemporer

Sebagai landasan utama, penelitian ini menggunakan pendekatan magasid asy-
syari‘ah Jasser Auda yang menekankan pada perlindungan sistem dan
keberlanjutan. Magasid asy-syari‘ah berasal dari bahasa arab magshad yang
berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Dalam hukum Islam, magdasid asy-syari‘ah
merujuk pada tujuan utama yang hendak dicapai syariat dalam merumuskan dan
menetapkan peraturan-peraturannya. magqasid asy-syari‘ah menjelaskan bahwa
hukum Islam tidak semata-mata merupakan kumpulan aturan yang wajib ditaati,
melainkan mengandung tujuan yang lebih luas untuk mewujudkan kemaslahatan
bagi individu, kelompok masyarakat dan menghindari kerugian. Konsep
kemaslahatan magqasid klasik yang terkenal adalah menjaga lima kebutuhan pokok

(al-daririyyat -al khamsah)."”

Pemikiran magqdasid asy-syari‘ah kontemporer, Jasser Auda menggunakan
konsep pendekatan sistem (a system approach) yaitu memandang sesuatu secara

dinamis, interaktif, dan holistik serta terdiri dari sejumlah sub sistem yang saling

18Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Cet. 23.(Bandung
Alfabeta,2019), hlm. 58

17 Agung Kurniawan, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-
Muwafaqat,” Al Mabsut 15, no. 1 (2021): 29-38.
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berhubungan. Jasser Auda menganggap maqgasid asy-syari ‘ah tidak hanya sekedar
menjaga lima kebutuhan pokok (al- darariyyat al-khamsah) sebagai tujuan
syariah. Jasser Auda mendefinisikan sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit
atau elemen-elemen yang membentuk suatu keseluruhan terintegrasi yang

dirancang untuk beberapa fungsi.

Pendekatan sistem dapat digunakan untuk merespons realita modern seperti
hak asasi manusia, gender, lingkungan, keadilan global dan lain sebagainya. Fitur-
fitur yang digunakan Jasser Auda meliputi: Kognisi (cognition), Holistik (holism),
Keterbukaan  (opemness),  Hierarki-keterkaitan  (interrelated-hierarchy),
Multidimensionalitas (multidimensionality), dan Kebermaksudan

(purposefulness).’®

Pembaharuan konsep magqdsid asy-syari‘ah oleh Jasser Auda merupakan
pengembangan yang dilakukan mencakup perluasan wilayah maqgasid asy-syari ‘ah
dari pemahaman sebelumnya yang bersifat individual, terbatas pada reduksi
literatur fikih, dan atomistik. Pengembangan tersebut menjadikannya konsep
magqasid asy-syari ‘ah yang lebih luas, terstruktur, serta berlandaskan pada sumber
nash secara langsung. Selain itu konsep pemikiran tersebut menggeser paradigma
magqasid klasik yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan

pemeliharaan menuju pendekatan yang menekankan pada perlindungan hak asasi

18 Misbahul Munir, “Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah
Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda),” Jurnal Ekonomi
Syariah Pelita Bangsa 7, no. 01 (2022): 12-24, https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.262.
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manusia dan keadilan sosial, ekonomi dan pembangunan, globalisasi dan teknologi

dan lain sebagainya untuk merespons realita tantangan zaman modern. '
2. Teori Kepastian Hukum

Turunan dari teori magasid asy-syari ‘ah dalam penelitian ini adalah teori
kepastian hukum. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum
itu sendiri sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan
prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya
kepastian hukum, subjek hukum dijamin dapat bertindak sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, dan sebaliknya hukum juga mengatur batasan perilaku
tersebut. Tanpa kepastian hukum, subjek hukum tidak memiliki pedoman yang jelas
untuk menjalankan tindakannya secara teratur dan sesuai aturan. Sejalan dengan hal
ini menurut Gustav Radburch Kepastian hukum (rechtmatigheid) merupakan salah
satu dari tiga tujuan pokok hukum, selain keadilan (gerechtmatigheid), dan

kemanfaatan (doelmatigheid). *°

Gustav Radburch menegaskan bahwa hukum harus memiliki karakteristik
yang jelas, logis, dan konsisten agar dapat berfungsi secara efektif dalam
masyarakat. Menurutnya terdapat empat aspek dasar yang berkaitan erat dengan

makna kepastian hukum, yaitu:

19 Fatimawali Fatimawali, “Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0
(KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Teori Maqashid Al-
Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda” 0 (2024): 232-37.

20 Satjipto Raharjo, IImu Hukum (Citra Aditya Bakti:Bandung, 2016), him.19.
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Hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, yang berarti hukum positif
adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Kewenangan Otoritas terkait kepastian hukum tidak hanya soal teks, tetapi soal
kekuatan mengikat. regulasi harus dibentuk oleh otoritas atau organ negara
yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

Hukum didasarkan pada fakta-fakta nyata. Artinya hukum dibentuk
berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat fakta-fakta yang tercantum
dalam hukum harus dirumuskan secara jelas agar dapat menghindari kesalahan
dalam penafsiran dan memudahkan pelaksanaan hukum tersebut.

. Hukum positif tidak boleh diubah secara sembarangan atau terlalu sering, agar
tetap memberikan kepastian bagi masyarakat.

Menurutnya, kepastian hukum didasarkan pada pemahaman bahwa

kepastian hukum adalah produk dari hukum itu sendiri, khususnya produk dari

perundang-undangan. Kepastian hukum mencerminkan suatu keadaan yang tetap

dan mengikat, berupa ketentuan dan ketetapan yang jelas.?'Dalam penelitian ini,

kepastian hukum dijadikan tolak ukur untuk menganalisis norma-norma yang

terkandung dalam aturan mekanisme spin-off khususnya POJK Nomor 12 Tahun

2023, guna memastikan bahwa regulasi tersebut memenuhi prinsip-prinsip

legalitas yang esensial.

Apabila teori magqdasid asy-syari‘ah kontemporer Jasser Auda digunakan

untuk menganalisis substansi filosofis dibalik kebijakan spin-off guna menggeser

21 Ana Rita Garcia et al., “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” .
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analisis dari sekedar perlindungan ad- daririyyat al-khomsah menuju sistem yang
holistik, berorientasi pada pembangunan keadilan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan, dan memperkuat ekosistem keuangan maka teori kepastian hukum
menguji badan dari regulasi. Teori ini juga berfungsi sebagai kerangka untuk
menilai apakah kebijakan spin-off benar-benar mewujudkan maslahah yang lebih
luas bagi masyarakat dan untuk menilai apakah POJK Nomor 12 Tahun 2023

merupakan respons kebijakan yang visioner untuk menjawab tantangan zaman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur sistematis yang digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk

22

menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis™. Dalam menyusun

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada
studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini
bertujuan memahami, menjelaskan, dan menganalisa aturan hukum serta konsep-
konsep yang mendasarinya secara sistematis dan logis. Dalam konteks penelitian

ini, penulis akan mengkaji isi, tujuan, dan implikasi hukum dari POJK Nomor 12

22 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Cet. 23 (Bandung
Alfabeta, 2019), him. 2.
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Tahun 2023 secara mendalam dengan dua pisau analis tajam yaitu pendekatan

magqasid asy-syari ‘ah kontemporer dan kepastian hukum.?’
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu objek atau fenomena,
kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam untuk menarik kesimpulan.?*
Dalam konteks ini penulis akan mendeskripsikan isi POJK Nomor 12 Tahun 2023
dan menganalisisnya menggunakan ma.qgasid asy-syari ‘ah kontemporer dan teori

kepastian hukum

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode
hukum yang menganalisis data didasarkan pemahaman logika hukum, asas, dan
norma bukan pada perhitungan angka statistik.”> Pendekatan ini relevan
digunakan dalam penelitian ini karena objek utama kajian adalah norma hukum
positif, yaitu POJK Nomor 12 Tahun 2023. Analisis difokuskan pada norma
tersebut dengan asas-asas hukum dan teori magasid asy-syari‘ah. Adapun
penggunaan data terkait kondisi perbankan dalam penelitian ini tidak diposisikan

untuk mengkaji perilaku hukum masyarakat (empiris), melainkan untuk

23 Muhammad Zainuddin, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan
Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” Smart Law Journal 2, no. 2 (2023): 114-23.

24 Soerjono Soekanto, 1942-; . Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / . (Ja-
karta : Raja Grafindo Persada, 2007), hIm. 12.

2 Ibid.,
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digunakan sebagai pendekatan fakta. Pendekatan fakta ini bertujuan untuk
merangkai fakta-fakta kondisi perbankan guna menguji apakah norma dalam
POJK tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi
industri perbankan.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer
Data primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan dan
bersifat otoritatif. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan meliputi
perundang-undangan yang relevan yaitu:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Pemisahan Unit Usaha Syariah sebagai objek analis pertama.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, khususnya ketentuan yang menjadi landasan
hukum bagi kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
khususnya ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi kewajiban spin-
off Unit Usaha Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan
analisis terhadap data primer. Data ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara

hukum, tetapi sangat esensial untuk memperdalam analisis. Dalam penelitian ini,
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data sekunder yang digunakan meliputi buku teks ilmiah (teori hukum, filsafat
hukum, dan hukum perbankan syariah), jurnal ilmiah (jurnal hukum nasional
maupun internasional yang mengkaji isu-isu terkait magasid asy-syari‘ah,
kepastian hukum, kebijakan spin-off dan tata kelola industri keuangan syariah),
karya akademisi (tulisan-tulisan pakar hukum), dan hasil penelitian terdahulu

(skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian).
c. Data Tersier (Non Hukum)

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga
menggunakan bahan non hukum sebagai data pendukung. Menurut Peter
Mahmud Marzuki, bahan non hukum dalam penelitian yuridis normatif dapat
berupa data-data fakta sosial, ekonomi, atau politik yang relevan untuk
memberikan konteks terhadap penerapan aturan hukum.?® Dalam penelitian ini,
bahan non hukum yang digunakan meliputi: Laporan Statistik Perbankan yang
diterbitkan oleh OJK, khususnya data mengenai pertumbuhan aset UUS dan

Laporan Tahunan Profil Industri Perbankan.
5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan,
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumentasi (documentary study). Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian

hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti data sekunder

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.
163.
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atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier.?’ Teknik ini dilakukan dengan cara menginventarisasi,
membaca, mengkaji, dan mencatat literatur serta dokumen-dokumen resmi yang
relevan dengan objek penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian

ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum bersifat mengikat, yaitu
peraturan perundang-undangan yang menjadi objek utama kajian, meliputi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (P2SK), serta regulasi teknis berupa Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori teori sistem magqasid asy-
syari‘ah Jasser Audadan kepastian hukum Gustav Radbruch.

c. Bahan Data Pendukung, merupakan data yang digunakan untuk memperkuat
analisis konteks penerapan hukum, berupa Laporan Statistik Perbankan
Syariah dan Laporan Tahunan Profil Industri Perbankan yang diterbitkan
secara resmi oleh OJK maupun website resmi perbankan terkait.

6. Analisis Data

27 Soerjono Soekanto, 1942-; . Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat /. (Ja-
karta : Raja Grafindo Persada, 2007), him. 12.
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Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan
menggunakan metode berpikir deduktif. Penggunaan logika deduktif dalam
penelitian hukum dilakukan dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang
bersifat umum (premis mayor) menuju permasalahan konkret (premis minor).8
Premis mayor dalam penelitian ini adalah aturan hukum dalam POJK Nomor 12
Tahun 2023 teori magasid asy-syari‘ah, dan teori kepastian hukum sedangkan
premis minornya adalah fakta-fakta terkait kebijakan spin-off perbankan syariah.
Selanjutnya, untuk membedah makna peraturan, penulis menggunakan metode
penemuan hukum melalui interpretasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno
Mertokusumo, interpretasi adalah metode untuk menemukan makna teks undang-
undang agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Jenis interpretasi

yang digunakan meliputi:

Pertama, Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan makna teks
peraturan berdasarkan tata bahasa dan susunan kalimatnya. Kedua, Interpretasi
Sistematis, yaitu menafsirkan peraturan dengan menghubungkannya dengan
peraturan lain atau melihatnya sebagai satu kesatuan sistem hukum. Ketiga,
Interpretasi Teleologis, yaitu menafsirkan peraturan berdasarkan tujuan

kemasyarakatan atau maksud pembentuk undang-undang.?

G. Sistematika Pembahasan

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2011), him.
47.
2 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi

(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 57-60.
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Dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pojk Nomor 12 Tahun 2023
Tentang Spin-Off Unit Usaha Syari’ah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan
Magasid asy-Syari‘ah Kontemporer” ini, penulis membagi dan menyusun

sistematika pembahasannya kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan sebagai fondasi dari keseluruhan
penelitian yang akan menguraikan gambaran umum pola pemikiran dan urgensi
penelitian. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan mengenai
analisis POJK Nomor 12 Tahun 2023 dalam perspektif maqdasid asy-syari‘ah

kontemporer dan kepastian hukum

Bab Kedua, berisi tentang landasan magqdsid asy-syari ‘ah kontemporer dan
kepastian hukum. Pada bab ini akan mengkaji secara mendalam teori magasid asy-
syari‘ah dengan fokus perkembangannya dalam pemikiran kontemporer yang
relevan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Islam modern dan selanjutnya akan
dibahas teori kepastian hukum, mulai dari hakikat filosofis hingga unsur-unsur

praktisnya dalam regulasi.

Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan umum mengenai unit usaha syariah dan
kebijakan pemisahan spin-off. Bab ini menyajikan landasan faktual dan yuridis
mengenai objek penelitian. Pembahasan akan dimulai dengan mengkaji hakikat,

kedudukan hukum, serta dinamika regulasi unit usaha syariah di Indonesia.
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Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai konsep dan rasionalitas

kebijakan pemisahan spin-off dalam konteks korporasi syariah.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang analisis POJK Nomor 12 tahun 2023
tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah. bab ini merupakan inti dari penelitian
dimana dilakukan analisis mendalam terhadap objek penelitian dengan
menggunakan kerangka teori yang telah diuraikan. Analisis diawali dengan
deskripsi substansi normatif POJK Nomor 12 Tahun 2023, yang kemudian akan

dievaluasi secara kritis menggunakan dua landasan teori.

Bab Kelima, bab ini merupakan penutup. Pada bab ini akan menyajikan inti
sari dari keseluruhan analisis dalam bentuk kesimpulan yang menjawab secara
lugas setiap rumusan masalah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, akan dirumuskan
juga beberapa saran yang bersifat konstruktif dan implementatif yang ditujukan
bagi para pemangku kepentingan serta bagi pengembangan studi akademisi di masa

mendatang.



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Pengaturan spin-off dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 merepresentasikan
perubahan paradigma yang mendasar dibandingkan regulasi sebelumnya
yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jika sebelumnya kewajiban
spin-off berbasis batas waktu yang kaku, POJK ini mengubahnya menjadi
berbasis kondisi dengan indikator aset dan kesehatan bank yang substansi
pengaturannya adalah kewajiban spint-off diwajibkan hanya jika UUS telah
memiliki total aset mencapai 50% dari total aset bank induknya atau total
asetnya telah mencapai paling sedikit 50 triliun. OJK memiliki kewenangan
diskresioner untuk meminta pemisahan dalam rangka konsolidasi
perbankan, yang mendorong UUS berskala kecil seperti BPD untuk tidak
memaksakan diri berdiri sendiri melainkan bergabung dalam Kelompok
Usaha Bank (KUB). Regulasi ini mengubah karakter spin-off dari
kewajiban administratif mutlak menjadi keputusan strategis korporasi yang
bertujuan memperkuat struktur permodalan dan daya saing industri
perbankan syariah nasional.

Kesesuaian kebijakan spin-off dengan prinsip-prinsip magqasid asy-syari ‘ah
kontemporer dan kepastian hukum dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023
dinilai telah sesuai dan menghadirkan harmoni antara maqasid asy-syari‘ah
dan kepastian hukum. Dalam perspektif maqasid asy-yari ‘ah kebijakan ini

selaras dengan pendekatan sistem (system approach) melalui tiga fitur

110
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pendekatan yaitu wholeness (keutuhan) memandang kewajiban spin-off
tidak secara atomistik terpaku pada batas waktu, melainkan secara sistemik
dengan mengintegrasikan indikator kesiapan aset dan kesehatan bank
sebagai syarat mutlak keberlangsungan usaha. Openness (keterbukaan)
menunjukkan responsivitas hukum terhadap dinamika ekonomi riil dan
kondisi faktual industri perbankan. Hifz al-mal (perlindungan harta)
menjadi lebih substantif. Penundaan spin-off bagi bank yang belum siap
merupakan bentuk penerapan kaidah dar 'ul mafasid mugaddamun ala jalbil
mashalih (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat),
yaitu mencegah lahirnya BUS yang lemah dan rentan bangkrut demi
menjamin keamanan dana nasabah secara berkelanjutan.

Dalam perspektif kepastian hukum regulasi ini menghadirkan
kepastian hukum strategis yang mengoreksi formalisme kaku aturan lama.
Penetapan ambang batas aset 50 triliun dinilai lebih memenuhi rasa keadilan
substantif dan menghindarkan industri dari kondisi summum ius summa
iniuria (hukum yang kaku melahirkan ketidakadilan). Regulasi ini juga
menghormati asas impossibilium nulla obligatio est (tidak ada kewajiban
untuk melakukan hal yang mustahil) bagi bank-bank kecil yang secara

faktual belum mampu berdiri sendiri.

B. SARAN

1.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan
Penulis menyarankan OJK untuk tidak membatasi perannya pada

penyusunan dan penerbitan regulasi semata, melainkan memperkuat fungsi
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pengawasan. Pengawasan tersebut perlu memastikan bahwa perbankan
yang belum diwajibkan melakukan spin-off karena belum memenuhi
ambang batas aset benar-benar memanfaatkan masa transisi untuk
melakukan konsolidasi atau penguatan permodalan secara nyata, bukan
sekadar menunda pemisahan tanpa adanya peningkatan kinerja signifikan.
Selain itu, OJK perlu menyusun pedoman teknis yang lebih terperinci terkait
skema kemudahan bagi UUS yang berskala kecil seperti BPD yang
berkomitmen melakukan merger atau membentuk Kelompok Usaha Bank
(KUB). Kejelasan pedoman tersebut diharapkan dapat mempercepat proses
konsolidasi dan menciptakan iklim regulasi yang lebih kondusif bagi
penguatan struktur perbankan syariah.
. Bagi Industri Perbankan

Perbankan yang memiliki UUS berskala kecil seperti BPD yang
memiliki aset dibawah 50 triliun hendaknya tidak memaknai fleksibilitas
regulasi ini sebagai ruang untuk bersikap pasif. Sebaliknya, periode yang
tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pembenahan
internal, terutama melalui percepatan transformasi digital dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, bank berskala kecil perlu
secara aktif menjajaki kerja sama dengan mitra strategis dalam rangka
pembentukan Kelompok Usaha Bersama. Langkah ini dapat dipahami
sebagai bentuk ta ‘awun korporasi yang bertujuan memperkuat permodalan
inti secara kolektif, sehingga kebutuhan modal dapat dipenuhi tanpa

memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD masing-masing.
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3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analiis
normatif dan filosofis terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian
empiris dengan pendekatan peristiwa yang terjadi khususnya dalam rentan
waktu dua hingga tiga tahun setelah penerapan POJK Nomor 12 tahun 2023.
Studi lanjutan tersebut dapat diarahkan untuk menilai dampak nyata
kebijakan ini, antaralain dengan membandingkan kinerja bank yang
memilih jalur konsolidasi dengan bank yang melakukan spin-off lebih awal,
terutama aspek efisiensi operasional (BOPO) dan tingkat pembiayaan

bermasalah (NPF).

4. Bagi Masyarakat sebagai Nasabah

Masyarakaat disarankan untuk tidak hanya mengandalkan label
syariah semata, tetapi secara aktif memastikan aspek legalitas institusi pasca
kebijakan spin-off atau konsolidasi. Hal ini dapat dilakukan dengan
meninjau keberadaan dan keaktifan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta
laporan transparansi bank tersebut. Langkah ini merupakan bentuk kehati-
hatian (ihtiyat) untuk menjamin bahwa seluruh operasional perbankan tetap
berada dalam koridor syariat (hifz ad-din), meskipun terjadi perubahan

struktur kelembagaan perusahaan.
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